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(E) Isi :  

 Hukum Pidana terdapat dalam peraturan KUHP maupun yang terdapat pada 

ketentuan undang-undang yang khusus berada di luar KUHP, untuk 

mengadakan peraturan-peraturan dalam segala tindakan di lapangan adalah 

merupakan suatu keseluruhan yang sistematis. Karena ketentuan-ketentuan 

dalam buku KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar 

KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu. Pengaturan dan 

penetapan medepleger khususnya di dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-

Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. tidak ditentukan hukuman oleh hakim padahal 

dalam aturan pidana medepleger itu dikenal dalam Pasal 55 KUHP. 

Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif 

serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari Penelitian adalah Pengaturan 

mengenai medepleger dinilai masih kurang baik, karena masih terdapat 

permasalahan pada prakteknya dalam menentukan apakah tindakan 

seseorang merupakan masuk ke dalam turut serta atau bukan sehingga 

dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang ketentuan pedoman 

penerapan tindakan turut serta melakukan. Penetapan orang yang turut serta 

melakukan dalam sistem peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak adanya 

seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta adanya bukti 

permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum. Di dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-

Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. ditemukan beberapa unsur-unsur pidana dalam 

dakwaan Primair antara lain unsur dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain, unsur yang menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa 

seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan 

unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan. Majelis hakim 

dalam menetapkan tindakan turut serta melakukan pada putusan tersebut 

dapat juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang memuat hal-hal 

konkret yang dapat membuat lebih terang suatu persoalan. 
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